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Abstrak
 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya

Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak

yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah

satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih

dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim

Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus

seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung

Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan

karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah

yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang

melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang

digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang

digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian

ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai

rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak

memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak

memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

......Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary

must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties

concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the

Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public

after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a

decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the

Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018

which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on

this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of

the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent

position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical

research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485092&lokasi=lokal


results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes

that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that

exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out,

then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented.


